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which is thick with cultural tounrism will never fade. The cultural character and
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expression, language, lifestyle, ritual systems, traditional knowledge and
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in Sesetan village.
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1. Pendahuluan

Kearifan lokal berimplikasi positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setem-
pat, untuk memahami fenomena alam, budaya dan memberikan dukungan terhadap pelestarian
alam dan budaya itu sendiri sehingga format pariwisata Bali yang kental dengan pariwisata budaya
tidak akan pernah pudar. Kearifan lokal tumbuh dan berkembang turun temurun dari para penda-
hulu masyarakat Bali yang sarat dengan filosofi kehidupan di Bali yang mana memberikan arti se-
bagai identitas atau kepribadian budaya bangsa (Astawa, 2017). Dalam pariwisata kreatif bukan
hanya terkait dengan something to see, something to buy, dan something to do tetapi berhubungan juga
dengan something to learn dan something to feel. (Swesti et al., 2020)

Kepariwisataan sebagai kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi

@ @ This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license
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serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi
antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan pengusaha. Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada
Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya
dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali. Di Bali, konsep Tri Hita Karana tercermin
dalam cara hidup masyarakat Hin-du yang meliputi tiga bagian, yaitu: Parhyangan adalah tempat
suci untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pawongan adalah seke-
lompok orang atau masyarakat yang tinggal di wilayah desa sebagai perwujudan unsur manusia.
Palemahan adalah wilayah desa yang meliputi tempat tinggal, lingkungan sekitar, taman sebagai
perwujudan unsur alam. (Anggana et al., 2022) Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya
kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbhakti kepada Tuhan,
mengabdi kepada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengor-
banan suci (yadnya). Landasan Tri Hita Karana yang merupakan fondasi dalam pelaksanaan
berbagai upacara adat di Bali. Pelaksanaan ritual dan upacara adat Bali secara rutin dilaksanakan
pada Pura, bangunan suci dan disakralkan oleh masyarakat Bali, sesuai dengan filosofi Tri Hita
Karana, Sad Kerthi sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Perda Provinsi Bali No, 5 Tahun
2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.

Ekowisata hutan mangrove di Kelurahan Sesetan memberikan banyak manfaat bagi
masyarakat setempat baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi. Saat ini sedang diupayakan ker-
jasama / kemitraan antara komunitas desa Sesetan dengan UPTD Tahura Ngurah Rai dalam rang-
ka pembangunan dermaga di hulu sungai tukad Rangde guna mempermudah akses untuk wisata
religi menuju ke Nusa Penida melalui Pelabuhan Tahura Ngurah Rai yang berada di wilayah desa
Sesetan. Sehingga sangat dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait dengan proses, pengelolaan,
pemanfaatan dan pelestarian Hutan Mangroove untuk pengembangan wisata religi.

Atas hal tersebut maka penelitian yang dilakukan ini akan menemukan kebaharuan
mengenai penerapan Kerjasama atau kemitraan antara komunitas Desa Sesetan dengan UPTD
Tahura Ngurah Rai. Pentingnya kerjasama ini adalah adalah agar pengelolaan dan perlindungan
terhadap wisata religi memiliki konsep yang layak dan memiliki landasan hukum yang tepat karena
apabila hal ini dibiarkan maka ditakutkan adanya penceemaran ataupun bahkan perusakan destinasi
wisata spiritual oleh para wisatawan yang tidak memiliki pemahaman mengenai pentingnya desti-
nasi wisata religi tersebut. Dengan adanya konsep Kerjasama ini juga akan menemukan konsep
pengelolaaan pemanfaatan pelestarian hutan Mangroove yang sesuai untuk diterapkan.

Dari latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Bagaimanakah
pengaturan Kerjasama pengelolaaan pemanfaatan pelestarian hutan Mangroove di desa Sesetan?
Dan Bagaimanakah pengembangan pemanfaatan hutan Mangroove untuk sarana ritual agama Hin-
du di desa Sesetan?

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode empiris
dan kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) yaitu dengan
melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait (Soerjono Soekanto
& Sri Mamudji, 2009) untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai upaya
filterisasi budaya asing guna melestarikan pariwisata budaya

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Kerjasama Pengelolaaan Pemanfaatan Pelestarian Hutan
Mangroove Di Desa Sesetan

Pasca tahun 1997 kawasan yang dulunya dikenal dengan Mangroove Information Centre
kini dikelola oleh pihak UPT Tahura Ngurah Rai. Kawasan Tahura Ngurah Rai ditetapkan oleh
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Menteri Kehutanan berdasatkan Surat Keputusan Menteri yang tertuang di Nomor: 544/Kpts-
11/1993, pada tahun 1993. Berawal dari kawasan Hutan Prapat Benoa dengan luas 1.373.50 ha
diubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam Prapat Benoa Suwung. Hal ini berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 885/KptsI1/92, pada tanggal 8 september 1992.

Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai terdiri dari 3 blok, yaitu; blok perlin-
dungan, blok pemanfaatan intensif dan blok lainnya (meliputi; blok pemulihan/restorasi/
rehabilitasi, blok religi, budaya, sejarah dan blok khusus) (teretera dalam Rencana Pengelolaan Ta-
hura Ngurah Rai, 2012). Objek wisata alam trekking terletak pada blok pemanfaatan yang berada
di Desa Pemogan. Luas hutan mangrove yang telah dimanfaatkan sebagai tempat wisata ini yaitu
102 ha yang terbagi menjadi:

Blok Perlindungan: Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, blok ini
dijadikan sebagai kawasan untuk wilayah tempat perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan
ekosistem. Blok ini merupakan salah satu tempat yang dapat mendukung kepentingan pelestarian
zona inti di Kawasan Tahura Ngurah Rai, blok perlindungan seluas 610 ha. Pada prinsipnya
kegiatan yang dilakukan pada blok ini lebih bersifat perlindungan keanekaragaman hayati dan
ckosistemnya.

Blok Pemanfaatan Intensif: Blok pemanfaatan merupakan blok yang dapat mendukung
kegiatan pariwisata alam, rekreasi, jasa lingkungan karena memiliki potensi dari segi letak dan kon-
disinya. Adapun objek wisata yang telah dikembangkan yaitu terletak di Pemogan Selain itu dapat
juga digunakan untuk pengembangan pendidikan dan penelitian.

Blok Khusus: merupakan blok lain yang diperuntukkan bagi aktivitas penduduk secara khu-
sus dan kepentingan pembangunan non konservasi seperti sarana telekomunikasi dan listrik, fasili-
tas transportasi, panas bumi dan lainnya yang bersifat strategis. Blok ini meliputi; blok pemulihan/
restorasi/rehabilitasi, blok religi, budaya dan Sejarah.

Ketentuan mengenai pengertian Tahura diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan
Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam yang telah dilakukan perubahan dengan PP No. 108 Tahun 2015 ten-
tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu “Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan
koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli,
yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,
menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi”’. Fungsi Tahura diperjelas dalam Pasal 36
ayat (1) huruf f dan ayat (2) bahwa :

Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan tradisional oleh
masyarakat setempat.

Pemantfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan
pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas un-
tuk jenis yang tidak dilindungi.

Sehingga segala kegiatan terkait dengan pelaksanaan adat tradisional dapat memanfaatkan
Tahura sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan diatur dalam Pasal
4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem P.6/
KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konsetvasi Pada Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa:

Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3 huruf a dapat berupa:

pemberian akses;
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kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan Masyarakat setempat.
Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

pemungutan hasil hutan bukan kayu;

budidaya tradisional;

perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi;

pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
wisata alam terbatas.

Kerjasama antara pemegang izin pada Kawasan konservasi dengan Masyarakat setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh UPT dan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan Pemanfaatan Hutan Mangroove Untuk Sarana Ritual Agama

Hindu

Dalam rangka pengembangan pemanfaatan hutan mangrove yang diperuntukan sebagai
saran ritual khususnya agama Hindu memerlukan landasan suatu perjanjian yang bertujuan utnuk
tetap menjaga dan melindungi kelestarian hutan mangrove. Saat ini diketahui bahwa UPTD Ta-
hura yang mengelola hutan mangrove ini belum memiliki perjanjian yang melindungi dan mem-
berikan kepastian hukum terkait pemanfaatan hutan mangrove sebagai saran upacara adat. Dalam
KUH Perdata perjanjian-perjanjian yang diatur adalah perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa
menyewa, persckutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pem-
berian kuasa, penangguhan utang, dan perdamaian. Di luar KUH Perdata kini telah berkembang
berbagai perjanjian baru seperti leasing, beli sewa, franchise, joint venture, dan lain sebagainya
(Khaerandy, 1992). Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyakat, namun pera-
turan yang berbentuk undang-undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk Peraturan Men-
ter.

Suatu petjanjian layaknya dituangkan dalambentuk tertulis karena lebih menjamin kepastian
hukum tetapi Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak melakukan perjanjian secara
lisan begitu pula dengan penggunaan hutan mangrove sebagai sarana ritual keagamaan. Meskipun
demikian perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki
kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Sudikno
Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.(Mertokusumo, 2019) Masih banyaknya perjanjian
yang dilakukan secara tidak tertulis ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat ter-
hadap pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Banyak pula masyarakat yang melakukan perjan-
jian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung
dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian atau perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara sejumlah
subjeksubjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikat-
kan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.(Zaeni Asyhadie,
2008) Dari pengertian petjanjian ini dapat dilihat unsur-unsur dari petjanjian adalah pertama yaitu
adanya hubungan hukum yaitu suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum, Kedua, Antara
seseorang dengan satu atau beberapa orang, yang mana perikatan itu bisa betlaku terhadap
seseorang atau dengan satu atau beberapa orang, Ketiga, Melakukan atau tidak melakukan dan
memberikan sesuatu. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu didalam
perikatan disebut dengan prestasi, atau objek dari perikatan. Subjek hukum dalam melakukan per-
janjian bebas menentukan isi dari petjanjian.

Agar suatu perjanjian dapat dinilai sah maka haruslah memenuhi persyaratan yang diatur
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dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan
dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu;
dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.(Subekti & Tjitrosudibjo, 2003) Dari keempat pet-
syaratan tersebut dapat dibagi menjadi persyaratan subjektif yang meliputi syarat kesepakatan dan
kecakapan dan persyaratan objektif yang meliputi syarat suatu halntertentu dan sebab yang halal.
Perbedaan antara syarat subjektif dan objektif dapat dilihat dari pembatalan suatu perjanjian, yang
mana apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi
hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap petjanjian tersebut tid-
ak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan
atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang
bersangkutan masih terus berlaku.

Model pengusulan perjanjian pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi Kawasan Tahura
Mangroove sebagai ekowisata religi dan konservasi Tukad Rangde yang telah disesuaikan dengan
syarat-syarat sah petjanjian dapat dilihat pada bagian lampiran.

4. Simpulan

Kerjasama pengelolaan, pemanfaatan kemitraan Tahura Mangroove desa adat Sesetan telah
diatur dalam ketentuan mengenai kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan diatur dalam
Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem P.6/
KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam, kemudian disesuaikan dengan model pengusulan perjanjian
kemitraan yang telah disusun oleh tim peneliti.

Desa adat Sesetan dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali akan
mengikatkan diri guna pengelolaan lahan Kawasan Tahura Ngurah Rai untuk melakukan pengem-
bangan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian Kawasan Tahura menjadi wisata religi ber-
landaskan konsep ekowisata spiritual. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup berhak untuk sua-
tu badan usaha atau bekerjasama dengan badan usaha sebagai pihak ketiga untuk mendukung
pelaksanaan kerjasama dengan desa adat Sesetan.
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Lampiran

DRAFT

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DESA ADAT SESETAN
DENGAN

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
TENTANG
PENGELOLAAN LAHAN KAWASAN TAHURA NGURAH RAI

Nomor

-Pukul

-Pada hari ini,

-Berhadapan dengan saya,

1. Tuam/Nyonya

= (untuk selanijutnya disebut “PIHAK PERTAMA"); ------

2. Tuan/Nyonya

=(untuk selanijutnya disebut “PIHAK KEDUA"), ========
-PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara
sendiri-sendiri disebut sebagal “PIHAK" dan secara
bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK". ------===---
=PARA PIHAK yang bertindak sebagaimana tersebut di atas

1
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~dengan ini menerangkan terlebih dahulu: ====-scccccccs

0

-Berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan
dilandasi prinsip itikad baik dan saling menguntungkan,
maka PARA PIHAK menyatakan dengan 1ini setuju dan
sepakat untuk membuat dan menandatangani PERJANJIAN ini
dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam pasal- pasal sebagal berikut: ======s-cc---

Dalam PERJANJIAN ini, di bawah ini mempunyai arti dan

pengertian yang terbatas sebagal berikut: ============-

a) "“TAHURA” adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk
tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami
atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis
asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata,
dan rekreasi. ===-====

b} “TAHURA NGURAH RAI” adalah Taman Hutan Raya yang
terletak di Kota Denpasar yang meliputi Kawasan
hutan produksi dan hutan lindung. =========cc----

c) “OBJEK KERJA SAMA” adalah  Kawasan yang merupakan

bagian dari TAHURA NGURAH RAI yang meliputi areal
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Pura Pemelisan Desa Sesetan, Kota Denpasar dan
sekiktar Pura Pemelisan, =====-==ssssccccccccaaa=

d) “KEGIATAN RELIGI” adalah FKeglatan Keagamaan,
Sosial dan Budaya yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Adat Sesetan pada OBJEK KERJA SAMA, --=====-=

e} “WISATA RELIGI” adalah Kegiataan wisata vyang
berkaitan erat dengan aktivitas ataupun tempat
Suci/Religi yang menjadi tujuan/destinasi wisatawan

f) “EKOWISATA RELIGI” adalah kegiatan WISATA RELIGI
yang bertujuan pada peningkatan ekonomi masyarakat
setempat dengan tetap berlandaskan pada Konsep
ajaran Agama Hindu yaitu TRI HITA KARANA dan SAD
KERTHI. -

g) “DESA ADAT SESETAN" adalah Lembaga Desa Adat yang
terletak di Kecamatan, Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali

h) “UPTD TAHURA NGURAH RAI” adalah Unit Pelaksana Tugas
yang berada dibawah DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP, PEMERINTAH PROVINSI BALI yang bertugas
melaksanakan keglatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan
bidang kehutanan yang bersifat pelaksanaan dari
Dinas yang menyelenggarakan pengelolaan  Hutan

Produksi dan Hutan Lindung TAHURA NGURAH RAI, =====-=
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1) PARA PIHAK dengan inl sepakat dan mengikatkan diri
untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama
PFengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian OBJEK KERJA

2) PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri bahwa
PERJANJIAN vyang berlaku mengikat bagi PARA PIHAK
dalam rangka melaksanakan hak, kewajiban dan
tugasnya untuk kepentingan PARA PIHAK. ------====-=

3) PTHAK PERTAMA melalui UPTD TAHURA NGURAH RAI
merupakan Unit Pelaksana Tugas dari Dinas Kehutanan
dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali dalam
hal Penyelenggaraan Pengelolaan TAHURA NGURAH RAI

4) PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Desa Adat yang
berwenang dan berhak atas Pengelolaan, pemanfaatan dan
pelestarian OBJEK KERJA SAMA yang telah digunakan
oleh PIHAK PERTAMA untuk KEGIATAN RELIGI. ---------

5) PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan pengembangan
PFengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian OBJEK KERJA

SAMA menjadi WISATA RELIGI, —---=-—========-—-—c—oo

1) PIHAK PERTAMA berkomitmen untuk memberikan izin dan
menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada PIHAK
KEDUA dalam hal pengembangan FPengelolaan, pemanfaatan
dan pelestarian OBJEK KERJA SAMA -------

2) PIHAK KEDUA berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan
bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal pengembangan

Pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian OBJEK KERJA
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1)

2)

3)

2)

3)

SAMA sesuail dengan Perjanjian XERSA SAMA ini dan

PIHAK KEDUA menyusun rencana Pengembangan, Pengelolaan,
pemanfaatan dan pelestarian Objek Kerja Sama dengan
melibatkan dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, -
PIHAK KEDUA memprioritaskan Pengembangan, Fengelolaan,
pemanfaatan dan pelestarian Objek Kerja Sama yang
berlandaskan Konsep EKOWISATA SPIRITUAL. -----------
Dalam  hal melakukan Pengembangan, Perngelolaan,
pemanfaatan dan pelestarian Objek Kerja Sama PIHAK
KEDUA wajib memperhatikan Dampak  Sosial dan

Lingkungan pada Kawasan sekitar Objek Kerja Sama. --

PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kelestarian,
kebersihan dan keamanan Kawasan OBJEK KERJA SAMA
beserta HUTAN MANGROVE yang terdapat pada sekitar
OBJEK KERJA SAMA. ======---cssccccccccccccccaccasa==

PIHAK KEDUA wajilb menjaga Ekosistem Hutan
Mangrove dan tidak melakukan penebangan pohon-pohon
mangrove serta tumbuhan lainnya secara sembarangan.

PIHAK KEDUA wajib melakukan

penanaman/rehabilitasi Hutan Mangrove di sekitar
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4) PIHAK KEDUA wajib selalu berkoordinasi dan
menyampaikan laporan perkembangan kebersihan,
keamanan dan kelestarian OBJEK KERJA SAMA kepada
PIHAK PERTAMA.

5) PIHAK KEDUA wajib melakukan koordinasi kepada
PIHAK PERTAMA setiap kegiatan pembangunan yang akan

dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada OBJEK KERJA SAMA. -

1) PIHAK KEDUA berhak melaksanakan kegiatan dan
Pembangunan dalam rangka Pengembangan, Pengelolaan,
pemanfaatan dan pelestarian Objek Kerja Sama sesuai
perencanaan yang telah dibuat dengan berlandaskan
KONSEF EKOWISATA SPIRITUAL

2) PIHAK KEDUA berhak untuk membentuk suatu
Badan Usaha atau bekerja sama dengan Badan Usaha
sebagai PIHAK KETIGA untuk mendukung pelaksanaan
Pengembangan, Pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian
Objek Kerja Sama

3) PIHAK KEDUA berhak untuk mengelola keuangan
terhadap Pengembangan, Pengelolaan, pemanfaatan dan
pelestarian Objek Kerja sSama yang dijalankan oleh

PIHAK KEDUAR dan/atau Bersama-sama dengan PIHAK

1) OBJEK KERJA SAMA adalah Kawasan yang merupakan bagian

dari TAHURA NGURAH RAI yang meliputi areal Pura
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2)

3)

4)

2)

Pemelisan Desa Sesetan, Kota Denpasar dan sekiktar

Pura Pemelisan seluas 25.000 m2 (dua puluh lima ribu

meter persegi).
Luas OBJEK KERJA SAMA tersebut dapat mengalami
perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan dan
kesepakatan PARA PIHAK, ======ssccccccccccccccccca-

Terhadap OBJEK KERJA SAMA tersebut PIHAX KEDUA
sebagal masyarakat Hukum Adat, sekarang atau pada
saatnya nantl dapat mengajukan permohonan Jak atas
Tanah berupa Hak Pengelolaan untuk mendapatkan hak
terhadap Fengembangan, Pengelolaan, pemanfaatan dan
pelestarian Objek Kerja Sama. =====================-=
Apablla sekarang atau pada saatnya nanti terdapat
hak atas tanah dilatas objek kerja sama tersebut
berupa HAK PENGELOLAAN atas nama PIHKA PERTAMA, maka
untuk 1itu PIHAX KEDUA dapat mengajukan hak atas
tanah berupa HAK GUNA BANGUNAN diatas tanah HAK

PENGELOLARN atas nama PIHRK PERTAMA.

PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu PERJANJIAN ini
adalah selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya PERJANJIAN ini dan PIHAK KEDUA
berhak mendapatkan perpanjangan untuk jangka waktu
PIHAK PERTAMA wajib memberikan persetujuan atas
perpanjangan dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan

seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN
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2)

2)

ini termasuk perjanjian perpanjangan yang disepakati

di kemudian hari, dengan ketentuan peraturan

Segala biaya yang timbul terhadap Perencanaan dan
FPelaksanaan Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan,
pemanfaatan dan pelestarian Objek Kerja Sama vyang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggungan dan
beban PIHAR KEDUA. ====esscccscccccsccccccscssc=s

Tehadap biaya-biaya tersebut PIHAK PEDUA dapat
berkoordinasi 1lebih lanjut kepada PIHAK PERTAMA
terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Kegilatan
Pengembangan, Pengelolaan, pemanfaatan dan

pelestarian Objek Kerja Sama.

PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri bahwa
PERJANJIAN ini akan berakhir apabila: =---=======---
a) Jangka waktu PERJANJIAN ini telah berakhir dan
tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK; atau ------
b) Pengunduran diri salah satu PIHAK yang telah
mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya. ---
c) Kesepakatan Bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri
perjanjlan inil. e=escccccccccccccccccccccccscccca-
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan seluruh kerja sama
dan tindakan yang diperlukan agar berakhirnya

PERJANJIAN akan terlaksana dengan baik, tertib dan
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2)

3)

4)

tidak menimbulkan permasalahan lain bagli masing-

masing PIHAK. ======-sssms e m e m s s mm e

PIHAK KEDUA memprioritaskan untuk mempekerjakan
tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai
dengan kebutuhan PIHAK KEDUA pada PROYEK. ----=====-

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK
PERTAMA untuk melakukan pengawasan dan peninjauan
lapangan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, pemanfaatan dan
pelestarian Objek Kerja Sama,

PERJANJIAN ini merupakan satu kesatuan beserta dengan
lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen lainnya
yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
setelah tanggal PERJANJIAN ini. Dalam hal masih
diperlukan tambahan lampiran terkait dengan isi dan
pelaksanaan PERJANJIAN ini selain dari lampiran yang
termuat dalam PERJANJIAN ini (jika ada), maka PARA
PIHAK sepakat untuk melekatkannya setiap waktu selama
jangka waktu PERJANJIAN ini, memaraf atau
menandatanganinya, dan merupakan satu kesatuan
bagian yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.

Hal-hal yang belum diatur dan perlu disesuaikan
kembali untuk kepentingan bersama PARA PIHAK
dan sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK, akan
diatur di kemudian hari dan dengan kesepakatan

tertulis PARA PIHAK dengan cara PARA PIHAK




Dinar, I, G, A, A, G, P., et al.

Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mabasiswa

menandatangani suatu addendum, amandemen atau dalam
suatu bentuk tertulis lainnya yang memuat
perubahan atau penambahan dimaksud. ===-======---
5) PERJANJIAN ini akan mengikat dan berlaku untuk
kepentingansetiap PIHAK dan penggantinya dan
penerima alih hak. Tidak ada pihak lain selain PARA
PIHAK yang mempunyal atau diperuntukkan untuk
mempunyail suatu hak, kekuasaan atau hak untuk
memperoleh ganti rugl atau ditujukan untuk memperoleh
manfaat terhadap PERJANJIAN inil, ---=------cccoco--
6) PERJANJIAN 1ini mengikat dan dapat dilaksanakan
terhadap PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah,
para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak
dari masing-masing dari PARA PIHAK. Sebagal tambahan,
PERJANJIAN ini tetap sah dan mengikat meskipun
terjadi perubahan atau pengalihan manajemen atau
pemegang saham dari masing-masing PIHAK dalam bentuk
apapun Juga. ===s=mss s e e e m e ——m e
-Para Penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan =-------
identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas yang aslinya diperlihatkan kepada --

saya, Notaris dan masing-masing satu copynya dilekatkan
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